
pEF.ATURANDAERAHK/TBUPATENDAERAHTINGKATIIKUTAI

I.IOMOR 2L TAHUN 1.998

TENTANG

RETRIBUSI IZII{ TRAYEK

DENGA}I RAI{I'IAT TU}IAN YANG MAHA ESA

BUPATI I(EPALA DAERAH TI}'IGKAT II KUTAI'

:a.bahl.ladengantelahditet,apkannYaPeraturanPemerintah
Nonior 20 Tahun 19t, teniang Retribusi Daerah Jo '

x"putusin Merrteri oaiim N"q"ri Nomor 1-19 Tahun 1998

tentaris Ruang Lin;[;;' i"i -jenis-jenis 
Retribusi

Daerah ?ingkat Ii:' maka nEtribusi Izj.n Travek

merupakarr ieijs Retribusi Daerah Tingkat II;

i'tenrmbang

l.ieng ingat

b. batrwa urrtuk maksud huruf a

Retribus t Izin TraYek dalam
Tingkat II Xutai Yang diatur

diatas, Perlu menetapkan
Wllayah kabuPaten Daerah

dengan Peraturan Daerah'

Undang_unciangNomor2TTahunl.g5gtentangPenetapan
Undarrg-unda,ng Drt ' I*iomor 3 tahun 1953 tentang
pembentukarr Daerah ringkat rI di Kalimantan (Lembaran

llegara Taiiun ita9 ilomoi 7?, Tambahan Lembaran Negara

Nomor fB20 );

2.tIndang-unaairgNomor5Tahunl"g74t'entangPokok_pokok
Peurer irrtar.-ran Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun L97 4

lionror 3B , Tinrbahan Lembaran Negara Nomor 30 37 ) ;

-? . Undang-un,Jang Nomor ].8 tahun 1.997 tentang Pa j ak

DaerahOan-necribusi.Daerah(LembaranNegaraT?l'"
!gg7 Ncmor 41-, Tambahan Lembaran Negara Nomor :685);

4.Unciang_ttnoangNomor2LTahunLggTtentangPokok-
pokok peng;ioiaan Lingkungan .Hidup ( Lembaran Negara

TahunLggTNomor6s,TambahantembaranNegaraNomor
269e ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2i Tahun 1983 tentang
Pelaksan".n_ u,oung-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang
Hukum ecara piaani (Lembiran Negara Tahun 1983 Nomor

36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5'PeraturanPemerintahNomor20TahunL99Ttentang
RetribusiDaerah(LembaranNegaraTahunl99TNomor
SS, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692J;

7, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
penyerahan sebagj-an urusan Pemerintahan di Bidang
KehutananKepada-Daerah(LembaranNegaraTahunl993
Nomor l-06, Timbahan tembaran Negara 3769);



S.KeputusanMenteriDalamNegeriNcrmor23Tahun1936
tentang xeteniuan umum p"rryioix Pegawai Negeri sipil
di Lingkungan Pemerintaii-ili"iuft -lo. Keputusan Menteri
Dalam Neqeri Nomor 4 i"rr"" LggT tentang Penyidik
pesawai n"i"ii ;i;ii ai-iingkunsan Pemerintah Daerah;

g.KeputusanMenteriDalamNegeriNomor34Tahun1993
tentangBentukPeraturanoaerandanPeraturanDaerah
Perubahan;

l.o.KeputusanMenteriPerhubunganNomorKMlSTahun1993
tentang Penyelenggaraan ingkutan-, Orang di jalan
denEan x*n&iraai- umum 3o' Keputusan Menteri
Perhubung;; 

- No*ot KM 15 Tahun 1996 tentang
Penyempurruu.rsuratKeputusanMenteriPerhubungan
Nomor KH oa runrrr, 1g93 PLnyelenggaraan Angkutan Orang

di Jalan dengan Kendaraan Umum;

ll.KeputusanMenteriDalamNegeriNomorTT]-Tahunl99T
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

⌒ Da1am Negeri Nomor L7 4 Tahun L997
iata caia Pemungutan Retribusi

l3.KeputusanMenteriDalamNegeriNomorl.T5Tahunl99T
tentang pedoman Tata Cari Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Neqeri Nomor 119 Tahun 1998

tentangnuangLingkupaanJenis_jenisRetribusi
Daerah-Tingkai I dan Daerah Tingkat II '

L2. KePut.usan Menteri
tentang Pedoman
Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I .........・ ・ ・ ・ ・

II KUTAIMenetapkan

つ
乙



BAB

KETENTUAN UMUM

Pasa1  1

Dalam Peraturan Daerah inr Yerrg dimaj<sud dengan :

a. Daerah adala}r Kabupateir Daerair Tingxat II (utai;

b. Pemerintah Daerah ac];rl ah Pemeriniah Kabupaten Daerah Tirigkat I I

Kutai;

C.KepalaDaerahad;riahEupet.l.i(epariaDaerahTingkatIlKutai;

d.PejabaLadalahPegawaiyangdiberitugastert,entudibidanq
Retribusi sesuaidengan pei.ariran perundini-undangan yang berlaku;

e . Baclan adalair suat.u i:entuit baoan usaha yang rrre i iputl perseroan

terbatas , perSeroal] koma*'Jiter , p"i=*t"u" lainnya ' badan usaha

milj-k Negara atau naerah dengan lu*3 C'l- bentuk apapun /

persekutlian, perktimpui;;,;- ii.*r, longsi. koperas', yayasan/ atau

orqanisasi yang seJer,r*l i**i,igu, ourri pensiun, bentuk usaha teiap

*eita bentui< badan usaha iainnYa;

f ' Angkutan penumparjg umum adala}i ken,laraai.l barmctor Yan!, ciseoiakari

untuk atp*ig;"'iutt'"cteh tlmuiIr dengan dipungut i:ayaran;

!i, Trayek adalah lirrt.isan kendaraan umum untuk pelayanarr jasa anqtktlt-an

orang denqan mobil bus' mobil penumparlg-91: u"Ylutan khttsus Yalig

mempunyaj asal dan tuj,.in p".lalanan tetap, iintasarr tetap dan

jaciwar tetap-miupun ti;;;-;eijaawar dal-am wiiavah Daerah;
l

}l'l,1obi}penumpangadalahsetiapkenuaraanbermotoryangdilengkapi
sebany-ak-banya].lnya S (cieiapan.) ternpai citiduk ' tidak termasuk tempat

duouk pengemucii, h'aik cierrgart illaupun t'anpa perierrgkapan penganErkutari

bagasi;

i.Mobilbusadaiahsetiapkendaraanbermotoryang.oilengkapi].ebih
clari B ( delaparr ) tnn'i,-i <iuduk, - ticlak termasuk tempat <rudttk

pengernudi, baik aeneiair mauputl tanpa perlengkapan pengangi:rtt'an

bagas i ;

l. Retribusi Perizinan Tertentti adal'ah Retribusi atas kegiatan
tertentuPemerintahDaerahdalamratrgkapemberianizinkepadaorang
priba<ii atau bacian vu"g--j j-niit<suoi<an-untuk pembinaan, pengaturan '
pengen<lalian dan p"rrgiurr"un atas kegi.atan pemanf aatan ruang,

penggunaan---sumber 
- auyi -iii1,, baranu, prasaralta, sarana, atau

fasilitas tert'entu g*''t melinclungi Xipentingan umum ctari menjaga

keiestarrart lirlgkungan;

k. Retribusi rzin Trayek yang se1anjutnya dapat disebut Ret'ribusr
ada}ahpembayar'anatas,p"*u"'ianizinkepadaorangpribadiat'au
badan untuk menyediakan pe1-ayarran angkutan penumpang umum pada

suatu atau beberapa tr:aye;k ter:ierrtti cial-ani Wilayah Daerah;

3



1. Wajib Retribusi adalah orang PIIPS*I , aiau badan ' val1cr menurut

peraturan p*Jiiauil6:,rrrii^r,san ietribusi aiiiiiuilIn*iintuX -meiakukan

"pembaYar an retr ibus i ;

Masa Retribusi adarah suatu jangka waktu tertentu .I1"q nterupakan

batas waktu bagi wajib Retriniii"""tuk memanfaatan izin trayek;

n. Surat Pemberitahttan Ret.ribusi Daerah, yalg .-selanjutnya disingkat
SPTRD, adalah Surat 

"."!-OiOunakan'oi"f'- 
Wajib Retribusi untuk

melaporkan penghiturrgu.r-- flrn pemnay"ti" Ret-ribusi Yang terutang

menurut Peraturan Retriirusi;

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah'
sfnO adalah Surat KePutusan
Retribusi Yang terutang;

yang selanjutnYa daPat disinqkat
y;;;- *""""i"xu" besarnYa jumlah

p.SuratKetetapanBgl'ri:usiDaerahKurangBayarTambahan,yang
selanjutnya aapat aisi"g[it ixnoxnt, adalah suatu keputusan yang

menentukan tambahan ua""':i*fu-i,- n"ttiUu"i yang telah ditetapkari;

q'SuratKe-etapanR*!Iii:usiDaerahLebihBayar,Yangselanjutnya
dapat ciisingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan

, jumli.h kelebihan p"*b"yururr - Retribusi karena jumlah kreiiit
retribusi lebih besar A;;i-paOa r"tiiUusi yang terutang dan tidak

seharusnYa terutang;

r,suratTagihanRetribudiDaerah,Ydngselanjutnyadapatdisingkat
srRD adarah surat untuk'-milakukan-ruii[i"-n*ttinusi dan atau saksi

administti"i berupa bunga atau denda;

S.suratKeputusanK.eberatanadalahsuratKeputusanatasKeberatan
terhadap SKF.D atau dokurnen lainnya yr"o dipersamakan, SKRDKBI dan

sKRDLB vu"I..di"i"r."" oleh wajib Retribusi;

t.Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanuntukmencari,
mengumpulkan, dan *"ngolulr-ei[u aun atau keterangan ]ainnya dalam

rangka pengawasu, t "pi["iru" 
p**enuhan-Xewajiban Retribusi Daerah

berclasarkan peraturan p"i""arirg-undangan Retribusi Daerah;

u.PenYidikanTindakPidanadibidangRetrinYliDaerahada].ah
serangkaian t.indakan v."q diratutcan--6ten- penyidik Pegawai . Negeri

SipiI yang selanjutnya'Aup"i disebui Penyidik, untuk mencari serta

mengumpurf,an nut<ti vuig-an"gi" bukti it'u membuat terang tindak
pidana dibidang Retriil"*i iaerai' 

-Vu"g terjacli serta menemukan

tersangkanYa.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYBK RETRIBUSI

Pasal 2

DenqrannamaRetribusilzinTrayekdipungutl:i'ibusisebagai
penrbayaran atas 

'p**n"tiun I;i; trayeX kepada orang pribadi dtrau badan

untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau

beberapa trayeX tertentu dalam Wilayah Daerah'
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Pasa1 3

1ilillilil[i:i:::gdI]lihp暑 i:[::ililatlittleb:[:薔
:kTrl][雑

ktert:lI:di3il:

erah。

PasaI 4

( I ) Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

Izin TraYek;

(2) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud aYat (1) Pasal ini
diwa j ibkan tnetniliki "ur"r,u 

-perkantoran di Ibukota Kabupaten

naerah Tj-ngkat 1I Kutai'

BAB III

GCLONGAN RETRIBUSI

Pasa1 5

Retril)usi   I Zill  Tiayek  digo10ngkan  sebagai   RetribuSi   PeriZinarl
Terterlttl.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 」ASA

Pasa1 6

Tingkat penqrQlunaan jasa oiukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan
clan jenis angkutan unlum penr'lmpang'

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasa1 7

(1) 曇[tlli:sid31di:lilil lilimtこ :::lalilultIせ IIせlpd::b::1:inI:aut:lli
dorigan biaya penyelenggaraan pemberian IZin Trayek,



t.2) Biaya sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1) meliputi komponen biaya
survei Iapanqran, dan bi-;t; itutsportas j- dalam rangka pengendalian

dan Pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIT RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jr:nis angkutan penumpang

umum dan daya angkut;

{2) Strukt.ur cian besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat
( 1 ) aciaiah sebagai ber ikut :

TARIF
/´
｀
ヽ

」ENIS
ANGKUTAN

KAPASITAS         :
TEMPAT DUDUK       :

一 Mobil Penumpang     i S/d 8 orang            : Rp.  20.000′
一

一 Mobil Bus           : :! 1: :′
: :: :I:1:     : 曇:1 1::|:::|_

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasa1 9

Retribusi yang terutang d.ipungut rJi Wilayah Daerah tempat Izin Trayek
diber il<an .

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasa1 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun'

6



I'asaI li

Saai. i:erutangnya Retribr-rsi adatah pada saat diterbitkannya IIKRD atau

ii,:ittinien l-ain yarig drtr:+lr ;'ialnalr'il1r'

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasa1 12

(1) Wa」 il〕 RetribuSi Wa:lib nte■ 9■ si SPTRDi

(2) 言PTRD  sebagailnana  diIItttkstld s:]:] aI]talil  lli」 llli illlh  ttl:]l
」elaSr  l〕 ellaF  tlan  lellttkap
Retr■ bus■  atau ktlasanya,

(3) ::ll‖瞥imalliム imil[[: lili :]I: ::;gili31api11 。1:ly晏::ilillDa:I11:

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasa1 13

(1 f Be rrrasarkan SPTRD sei:aqrairnarla dirnaksud daiam pasal 1-3 ayat (i r

.jitetapkan Retril:r.tsi terutar:q dengarr menerbitkan SI(RD atau
rlokumeu iainriya yang {ii6'srsalnakan;

iZ) i\;:abiia berilasarkan hasiJ. pemeriksaan dan ditemukail iiata baru ciaii
-!-... ^1-+.1 yarlg serrrrlla b*:lurn terungkap yang rnenyebabkan petrantbairari.l LCtl Llc1' Li
rumlaii RctiiLrusi yalu t-."rutariq, Hral{a c1i}'leluar}<an SI.HDKBT;

i3) Eerit.uk, is1, rlarn tata cara peneri:itarr 3l(RD .i"uau dokunien lain yarlqr

,-iig-,ersamairan sebagaitnarra dirnarksucl 1:acia aya[ (1) dan SKF'DKBT

s*i>againrarra dirnaksricl pacl.a ayat (2j ciitetatr:karr ol-ei: Kep'ai.a Daeraii'

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal ■4

{lI  P01111lrllluta=1 ltotribusi titiak dapat dibOrollglial.i

12:  Reti ibu31  di 
「
u11,ttt di rlgarl IItenリ ヴuriakan SKRD atau  ごi● kumerl  lain

y_tr19 dil_lersarirtkan dan SitRElliBT、

●
′



BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasa1 15

Dalam hal wajih Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang rnemi:ayar, dikenakan iitX"i Rciministraii berupa bunga sebesar

Z Z ( dua per'serat,.rs I setiif bulan Aari Retribusi yang terutang atau

kurang dibayar ain Aitagih c'lengan menggunakan sTlSD '

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasa■  16

(1) Pembayarin RetribuSi yang Terutang harus dilunaSi SekaliguS,

t2) l]l::!lililiin:illilili:lil::ilaliRDSililbal:131titnI:inila (ili3

(3) :]l:urCi:igalel:31:131A 景::Iil°
ran′  tempat  pembayaran  RetribuSi
Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasa1 17

イヘ (1)

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat' Teguran

atau peringatan atau'suiat lain yang sejenis wa: ib Retribusi
harus melunasi Retribusi yang terutang;

( 3 ) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikeluarkan oleh
pejabat Yang ditunjuk'

BAB XIV ......● ●●

Fengeluarai-r surat Tegurarr/Peringatan/surat iain yang sejenis
sebagai awal iirrArXon ielaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan
;;;;;; 7 (tujuh) hari sejak jatuh ternpo pembavaran;
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( 1 r Waj iri Retribusi yang tidak melaksanakan kewaj ibannya sehingga
rrerugtii-;an Keuangtan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6

( erram ) hu]-an aiau denda palinq banyak 4 (empat ) kaii jumlah
Retribusi. Terutang;

i.2) Tj.ricjak piclana Yang c'lirr.raksuci pacla ayat. (1) adalah pelanggaran'

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasa1 18

BAB XV

P E NY IEII K A N

Pasal 19

(l ) pel;ll;at F6igilwa j. Negerl Sipil tertentu cl ilingkurl gctrl FettterrntaLt
Daerah ci.iberi wewenang khrusus sebagaj peny=idi-k untuk rielakukan
penyi.dikan t,i noak piciana ri j bi clang Retribusi Dae::ah.

( ,i ) Wewenang Penyidik sei;agaimana diniaksud pada ayat (i ) adalah :

a. Menerima, mencari, rnengumpulkan dan meneliti keterangan at-au
J-aporan berkenaan dengan tindak pioana dibidang Retribusi
ILaerah agrar keterang;rn at.au 'l apcr:an tersebut menjadi lengkap
dan -ielas;

b. Meneirl-i, mencari- clarr mengumpulkan keterangan mengenai orang
p.rrbadi atau badan tentarrg kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubunqran ciengan tinr'lak piciana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan cian bahan bukti dar:i orang pribadi atau
]:adan sehubungan clengan tj-rrdak piclarra clibj-dang Retribusi
Daer:ah;

ci . Memer: j.ksa buku-huku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaarr dengan tipriak pidana dj.bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti.
peml:likuan, pencatatan. dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f . Meminta bantuan t-enaga ahli. dalam rangka pelaksanaan tugats
penyidikan tindak piclana dibidangr Retribusi Daerah;

g. Menyi.iruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
I:uangan atau tempat !:ada saat pemeri-ksaan sedang berlangsung
clan memeriksa icienLiLas orang dan atau dr:kumen yang dibawa
sebagaj-mana ciirnaksud pacia huruf e;

/´
｀
｀



h。 Memotretseseorangyangberkaitandengantindakpidana
Retribusi Daerah;

Memanggiloranguntukgidenearketerangannyadandiperiksa
;;b;s;l tersangka dan saksi;

Ditetapkan di Tenggarong'

pada tanggal L2 NoPember 1998'

，
■

j. Menghentikan PenYidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang P9r1Y untuk kelancaran penyidikan
tindak piaini dibidang'n"[rin"si Daerah menurut hukum Yang

dapat diPertanggung jawabkan;

(3)Penyidikansebagaimanadimaksudpadaayat.(1)memberitahukandi
murainya penyidik"r, dl"*i""vi*p"irin rrisil'penvidikannva kepada
penuntut umum, """rii--a"igJ, 

ketentuan yang diatur daram

Undang-undang Nomor g'iihun fggf tentang Hukum Acara Pidana'

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
peraturan Daerah ini aengan"'i;;;il;a"n- dalam tembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kutai.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

_   Pasa1 20

Pasa1 2■

ERWAKILAN
DAERAH

RAKYAT
TINGKAT

DAERAH
II KUTAI

DAERAH TINGKAT

a′

■0



オ ヽ

PERATURAN

PEN」 ELASAN

ATAS

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 21 TAHUN TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PENJET,ASAN UMUM.

Bahwa dengan telah dit'etapkannya Undang-undang Nomor 1-B

Tahun LggT tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo '

peraturan Pemerintah l,lomor 20 Tahun tggT tentang Retribusi Daerah

serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1-19 Tahun 1998 tentangt

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat T dan

Retribusi Daerah Tingkat II '

Berdasarkan pasal g hurtif a angka 5, Keputusan Menteri Dalam

Negeri tersebut diatas, bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan

i(ewenangan Daerah Tingkat II Kutai, oleh sebab itu perlu adanya

pengraturan terhadap Retribusi dimaksud'

Tu-uandibuatnyaPeraturanDaerahiniadalahuntuk
menyesuaikan terhaciap undang-unJang Nomor 1-8 TahUn L997 beSerta

per;rcuran peraksanaannya dan dalam rangka upaya meningkatkan
pendapatan Asli Daerah, mengingat Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingi<at II Kutai Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan yang

Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kutai

Nomor L2 Tahun 1g?g tent.ang Betribus t rzin usaha Angkutan Darat

dan Izin Trayek Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan'

Lanclasan hukum pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Ti-ngkat II Krrtai tentang RetribusL lzin Trayek adalah Undang-

undang Nomor 18 Tahun Lgg7, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

1997, Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 dan

peraturan perundangran lainnya yang berkaitan denqtan pengaturan

Ret-r ihus i tersebut .

11

I.



II.  PEN」 ELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasai 1 s/d Pasal 4

Pasal 5 s/d Pasal B

Pasal I s /d Pasa} 1-1

Pasal tZ s/d Pasal 1-3

Pasal L4 aYat ( 1 )

PasaI 1-4 ayat (2)

Pasal 15 s/d PasaL 2L

Cukup Je1as.

Cukup JeIas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud tidak daPat
diborongkan adalah bahrva

seluruh proses kegiatan
pemungutan Retribusi tidak
dapat diserahkan kePada Pihak
ketiga.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
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